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BUPATI WAKATOBI 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 28 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2013 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA 
KESEHATAN DI KABUPATEN WAKATOBI 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan 
Tenaga Kesehatan di Kabupaten Wakatobi; 

b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, adalah diberikan dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan 
kelangkaan profesi, beban kerja, resiko kerja dan kondisi 
kerja; 

c. bahwa berhubung penata anastesi pada Rumah Sakit 
Umum Daerah terbatas dan Sangat dibutuhkan, maka 
Peraturan  Bupati  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  
Pemberian Tambahan Pemghasilan Tenaga Kesehatan di 
Kabupaten Wakatobi, perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan di 
Kabupaten Wakatobi; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339);  
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, 
Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);  

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010  
Nomor 1); 

19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati 
dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Wakatobi; 

20. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Pemberian Tambahan Pemghasilan Tenaga Kesehatan di 
Kabupaten Wakatobi; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA 
KESEHATAN DI KABUPATEN WAKATOBI. 
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                Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga 
Kesehatan di Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai 
berikut : 

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

                           Pasal 5 

(1) Kelangkaan  profesi  sebagaimana  dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a, adalah tenaga kesehatan yang sangat 
dibutuhkan akan tetapi jumlahnya masih kurang atau 
langka. 

(2) Tenaga kesehatan yang masuk dalam kriteria 
kelangkaan profesi sebagaimana  dimaksud dalam ayat 
(1)  yaitu : 

a. dokter (dr./drg. dan dokter spesialis); 

b. apoteker; 

c. penata anestesi. 
 

                 Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi. 

                                             Ditetapkan di   Wangi-Wangi 
      pada tanggal       20-10-2015 
          
               BUPATI WAKATOBI, 
 
               TTD/CAP 
          
                       H U G U A 
 
Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal 20 Oktober 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 
                        TTD/CAP 
     
                     H. SUDJITON 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 28 


